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Abstrak

Penelitian ini mengkaji kedudukan Wakil Menteri dalam struktur
Kementerian Negara di Indonesia yang kurang jelas, terutama setelah pembaruan
Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Hal ini disebabkan oleh adanya
ketentuan yang hanya menyebutkan tugas tanpa menjelaskan secara rinci tentang
struktur dan kewenangan Wakil Menteri, serta perlunya pemahaman lebih dalam
mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Penelitian
ini juga mencakup teori Figh Siyasah dalam konteks pemerintahan Islam, dengan
konsep Wizarah/Wazir yang pada pemerintahan islam adalah sebutan bagi
pembantu khalifah atau pemimpin negara. Dari latar belakang masalah yang ada
munculah rumusan masalah yang ingin di kaji yaitu bagaimana kedudukan wakil
Menteri yang ada di negara Indonesia ini, serta bagaimana kedudukan wakil
Menteri berdasarkan prinsip Figh Siyasah Tanfidziyyah dengan konsep Wizarah/
Wazir.

Jenis metode penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan teknik
studi kepustakaan, Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder
untuk membahas kedudukan, tugas, dan wewenang Wakil Menteri, dengan
penekanan pada pembaruan peraturan yang berhubungan dengan posisi tersebut
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendekatan yang digunakan berupa
pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Wakil Menteri dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia masih ambigu, dan hal ini berimbas pada tugas
serta kewenangannya yang kurang diatur secara jelas dalam perundang-undangan.
Dari perspektif Figh Siyasah, Wakil Menteri memiliki peran strategis dalam
menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, tetapi belum sepenuhnya
terintegrasi dalam kerangka hukum yang ada.

Sehingga saran dari penelitian'ini“adalah, perlunya Klarifikasi mengenai
kedudukan dan kewenangan Wakil Menteri melalui revisi undang-undang yang
lebih spesifik, untuk memastikan fungsidan tanggung jawabnya dapat berjalan
secara efektif dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan negara.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan
akademisi untuk memperbaiki posisi Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan
Indonesia
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